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ABSTRAK 
MUHAMMAD IMAM S. (B111 10 396), dengan judul skripsi “Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kendaraan Sepeda 
Motor Oleh Anak (Studi kasus Wilayah Kota Parepare, Tahun 2010-2013)” 
di bawah bimbingan Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H, sebagai 
Pebimbing I, dan Hj. Haeranah, S.H.,M.H, sebagai Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 
banyaknya penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak, dan untuk 
mengetahui upaya yang perlu dilakukan agar tidak ada lagi penggunaan 
kendaraan sepeda motor tanpa surat izin mengemudi oleh anak di Kota 
Parepare.  
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare. Untuk mencapai tujuan 
tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian 
pustaka, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Selanjutnya 
data yang diperoleh secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan banyaknya penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak 
dalam wilayah hukum Polres Parepare, adalah 1. Faktor ketidaktahuan; 2. 
Faktor dorongan Keluarga; 3. Faktor dorongan pribadi; dan 4. Faktor 
dorongan pergaulan anak. Adapun upaya preventif yang perlu dilakukan 
adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai tertib lalu-lintas 
khususnya mengenai bahaya penggunaan kendaraan sepeda motor oleh 
anak dan upaya untuk melarang anak mengemudikan kendaraan bermotor 
khususnya kendaraan sepeda motor ke sekolah. Upaya represifnya adalah 
dilakukan Operasi rutin yang dilakukan oleh pihak Polres Parepare ke 
sekolah. Bagi anak yang terkena operasi rutin ini akan dilakukan pendataan 
kemudian diberikan arahan dan bagi yang telah diketahui melakukan 
pelanggaran lebih dari dua kali, maka akan dilakukan tilang dan mengikuti 
proses hukum selanjutnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai 
Pengamalan  Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan 
sangat strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan 
lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh 
sektor dan wilayah. 
Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan 
jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu 
agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan 
tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, 
aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. 
Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan 
keunggulan tersendiri yang kemudian perlu dikembangkan dan 
dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok 
daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi 
lain. 
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, 
di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan 
angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan 
dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka 
2 
 
perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan 
sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu 
dengan yang lainnya, mengingat penting dan strategisnya peranan lalu 
lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka 
lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya 
dilakukan oleh pemerintah. 
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu 
diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar 
daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan 
memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan 
masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan 
daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya 
keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan 
angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang 
handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu 
undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang 
mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan 
manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu 
lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia. 
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Berbicara tentang pengendara tentunya adalah orang yang 
mengendarai atau menjalankan sebuah kendaraan dan orang yang 
memang memiliki hak untuk berkendara. Sedangkan kendaraan adalah alat 
yang  digunakan sang pengendara, baik roda dua maupun roda empat. 
Hampir semua orang menggunakan kendaraan untuk melakukan 
aktivitasnya. 
Sekarang ini banyak yang muncul di sekitar masyarakat Parepare 
di mana anak sudah mulai mengendarai kendaraan bermotor dengan 
alasan yang sama untuk melakukan aktivitas mereka yaitu ke sekolah, 
padahal jika dilihat dari segi usia mereka, itu sesuatu yang berbahaya, 
karena selain tidak memilki Surat Izin Mengemudi (SIM),  dilihat dari 
postur  merekapun kebanyakan anak sebenarnya memiliki postur tubuh 
yang tidak begitu besar, namun tetap memaksakan diri untuk mengendarai 
motor. 
Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orang tua, 
membuat banyak anak-anak di Kota Parepare bebas berkeliaran 
mengendarai sepeda motor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan 
korban kecelakaan lalu lintas. Ini dibuktikan pada jumlah kasus kecelakaan 
lalu lintas oleh anak di Kota Parepare pada tahun 2010 tercatat 27 kasus, 
2011 tercatat 42 kasus, 2012 tercatat 52 kasus, dan pada tahun 2013 
tercatat 180 kasus. Mungkin tidak di jalan besar dan protokol, tapi di jalan-
jalan kecil atau kompleks perumahan ada banyak anak-anak yang bebas 
berkeliaran mengendarai sepeda motor. Walau belum mengantongi lisensi 
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mengendarai sepeda motor, banyak remaja yang tetap nekat 
‘mencuri’  kesempatan mengendarai sepeda motor. 
Lemahnya kontrol aparat pemerintah yang tidak menindak tegas 
pengendara motor tanpa SIM dan longgarnya larangan dan pengawasan 
orang tua jadi alasan banyaknya anak-anak yang mengendarai sepeda 
motor. Banyak sekali terlihat pengendara sepeda motor berusia di bawah 
umur yang berkendara secara ugal-ugalan. Sementara, secara teknis, 
kemampuan anak untuk mengatasi bobot kendaraan juga belum imbang. 
Tak heran bila pengendara sepeda motor yang belum cukup umur memiliki 
resiko lebih besar mengalami kecelakaan di jalan raya. 
Ini tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat Parepare. 
Ditambah lagi cara mereka yang mengendarai kendaraan yang ugal–
ugalan, tidak menggunakan helm, menyalip sana–sini yang kadang 
membuat para pengguna jalan lain merasa terganggu dan tidak nyaman. 
Apalagi mereka juga biasanya memodifikasi kendaraanya, sehingga 
menimbulkan polusi suara dan udara.  
Berdasarkan dari uaraian penjelasan latar belakang tersebut 
maka penulis tertarik untuk menjadikan judul “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Oleh 
Anak (Di Wilayah Kota Parepare Tahun 2010-2013)”  sebagai studi 
hukum. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik beberapa 
permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang 
hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :  
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penggunaan kendaraan 
sepeda motor oleh anak di Kota Parepare tahun 2010-2013 ?  
2. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan agar dapat 
menanggulangi penggunaan kendaraan sepeda oleh anak di Kota 
Parepare ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada bebrapa tujuan yang 
melandasi  penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan 
kendaraan sepeda motor oleh anak di Kota Parepare tahun 2010-
2013. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan agar dapat 
menanggulangi penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak di 
Kota Parepare tahun 2010-2013. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat memberikan hasil analisis dan pemahaman tentang faktor-
faktor yang menyebabkan penggunaan kendaraan sepeda motor 
oleh anak di Kota Parepare tahun 2010-2013. 
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2. Dapat memberikan hasil analisis dan pemahaman tentang faktor-
faktor yang menyebabkan penggunaan kendaraan sepeda motor 
oleh anak di Kota Parepare tahun 2010-2013. Serta diharapkan 
dapat memberi kontribusi yang memadai dalam memperkaya 
khasanah ilmu hukum sebagai bahan referensi dan perbendaharaan 
perpustakaan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi  
Kriminologi merupakan ilmu pengatahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan 
oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis.  
Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan 
logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu tentang 
kejahatan (A.S.Alam, 2010:1).  
Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu: Mengandung 
pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam 
mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. 
Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang 
dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.   
Menurut Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) kriminologi sebagai “ilmu  
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Melalui definisi ini, Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) membagi kriminologi ini 
menjadi kriminologi murni yang mencakup:  
a. Antropologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
suatu bagian dari ilmu alam. 
b. Siosiologi kriminil : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana letak 
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sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti 
luas juga termasuk pennyelidikan mengenai keadaan keliling 
fisiknya.  
c. Psikologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang 
dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat 
ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama) 
bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, juga dapat 
untuk menyusun Tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai 
gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang 
dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam 
psychologi kriminil dimana penyelidikan psychologi kriminil / sosial 
mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut 
dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa 
dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-
lain serta pengakuan seseorang. 
d. Psche dan Neure-pathologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.  
e. Penologi : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya 
hukuman serta arti dan faedahnya. 
f. Kriminalistik : ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang 
menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang 
merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, 
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ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, gropologi dan lain-
lain.  
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2007:10-11) 
merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (The body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon). Kriminologi 
mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan 
reaksi atas pelannggaran hukum.  
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007:11) 
membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:  
1. Sosiologi hukum : kejahatan dalah perbuatan yang oleh hukum 
dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.  
2. Etiologi kejahatan : merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang 
mencari sebab musabab dari kejahatan.  
3. Penology : pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan 
tetapi suntherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.  
J Constant (A.S Alam, 2010:2) mengatakan bahwa : Kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
Moeljatno (1986:3) mengemukakan bahwa kriminlogi adalah 
“sebagai suatu istilah global atau umum suatu lapangan ilmu pengetahuan 
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yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin 
dikuasi oleh seorang ahli saja”  
Sedangkan menurut Wilhelm Saver (Moeljatno, 1986:3) bahwa 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
dilakkukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga 
objek penelitian kriminologi  ada dua, yaitu : 
1. Perbuatan individu (Tat Und Tater),  
2. Perbuatan kejahatan.  
Van Bammelen (Moeljatno 1986:3) mengatakan bahwa : 
Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan 
perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan 
bagian dari ilmu tentang kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan 
ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.  
Menurut ahli U.S.A: Thorsten Sellin (Moeljatno, 1986:3), “istilah 
criminology di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat 
dan cara penanggulanginya (treatment)”.  
Kita melihat pendapat ahli U.S.A lain Sutherland (Moeljatno 1986:4) 
yang beranggapan bahwa : Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu 
pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat (social). 
Ilmu meliputi: 
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1. Cara proses pembuatan undang-undang, 
2. Pelanggaran terhadap undang-undang dan  
3. Reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, hal-hal mana 
merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian 
hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu 
kesatuan.   
Menurut Moeljatno, (1986:6) menyatakan bahwa “kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan 
tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.  
Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa 
kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan 
adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap 
kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.   
Munculnya lembaga-lembaga kriminologi dibeberapa perguruan 
tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan 
ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi 
sebagai science for welfare of society. Dengan kata lain, kriminologi adalah 
salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika 
diklasifikasikan, kriminologi  merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi 
kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khsususnya 
hukum pidana. Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi 
ilmu hukum Karena berdasarkan symposium international society of 
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Criminology, kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi 
aparat penegak hukum.  
Sesuai yang dijelaskan oleh (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2007:12) objek kajian kriminologi melingkupi :  
a. Perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan  
b. Pelaku kejahatan   
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun 
terhadap pelakunya.  
Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala 
sudut pandang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang 
melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe–tipe 
penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat 
terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan 
pemberantasan kejahatan.  
Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah 
kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada 
dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal ini 
kriminologi merupakan non legal discipline.  
Sutherland (A. S. Alam, 2010:3) menambahkan bahwa dalam 
mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang 
bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erta kaitannya dengan 
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kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, 
antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak 
lainnya.  
B. Pengertian Anak  
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa 
depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dan tindakan kekerasan, diskriminasi serta berhak 
mendapatkan kebebasan. 
Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, di 
mana dalam berbagai perangkat hukum berlaku penentuan batas anak 
dalam berbagai yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan 
pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dan 
status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak 
menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung 
jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang 
dilakukannya. 
Menurut Maulana Hasan Wadong (2000:7) “pengertian anak dari 
segi hukum yaitu pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi 
pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut 
kedudukan dalam arti khusus sebagai subyek hukum”. 
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Lebih lanjut Maulana Hasan Wadong (2003:3) mengemukakan 
bahwa “anak-anak diartikan sebagai kelompok masyarakat yang berada 
dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur”. 
Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia : 
1. Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
2. Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 
1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan 
belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang 
melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang 
dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
3. Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 
Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang 
berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
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4. Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak  adalah seorang yang belum 
mencapai 21 tahun atau belum kawin. 
5. Undang-undang No.8 tahun 1991 Tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 171 bahwa batasan umur 
anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah 
dipergunakan batasan umur dibawah 15 tahun dan belum pernah 
kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak 
yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri 
sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP). 
6. Undang-undang No.1 tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP), 
Pasal 45 ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang 
berumur dibawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan 
praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat 
menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali, 
atau pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada 
pemerintah sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. 
Akan tetapi ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini 
berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang No.3 tahun 1997 
Tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Jadi, yang dimaksudkan anak dalam penulisan ini adalah anak 
yang belum mencapai usia minimal untuk memperoleh SIM, yaitu 17 tahun 
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sesuai dengan ketentuan umur yang dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2) UU 
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
C. Pengertian Kenakalan Anak 
Juvenile Delinquent atau yang lebih dikenal dengan istilah 
kenakalan remaja secara harfiah berasal dari bahasa Latin. Juvenile  
berasal dari kata juvenilis yang artinya: anak-anak, anak muda, ciri 
karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. 
Delinquent berasal dari kata delinquere yang berarti: terabaikan, 
mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, 
kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak 
dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain (Kartini, Kartono, 2008:6). 
Menurut Romli Atmasasmita (1983:40), delinkuensi adalah suatu 
tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu 
negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan 
sebagai perbuatan yang tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Insonesia, 
delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan 
norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan 
remaja adalah terjemahan kata “juvenile delinquency” dan dirumuskan 
sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja 
yang bersifat a-sosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang 
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dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapa belas tahun serta 
belum menikah. 
Wiiliam G. Kvaraceus (Maidin Gultom, 2008:55-56) mengatakan: 
“Most statutes point out that delinquent behavior contitutes a violation of the 
law or municipal ordinance by a young person under a certain age”. Menurut 
Sudarsono, suatu perbuatan dianggap delinkuen apabila perbuatan-
perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam 
masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di 
dalamnya terkandung unsur-unsur normatif. 
Paul Moedikno dalam buku Supramono (2007:9), memberikan 
perumusan mengenai pengertian Juveline Deliquency, yaitu sebagai 
berikut:  
a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu 
kejahatan, bagi anak-anak delinquency. Jadi semua tindakan yang 
dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, 
membunuh dan sebagainya. 
b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu 
yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai 
celana jangkis tidak sopan, mode you can see dan sebagainya. 
c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi 
sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain. 
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Maud A. Merril dalam buku Gerungan, merumuskan Juvenile 
Delinquency sebagai berikut :  
“A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies 
appear to be so grave that he become or ought to become the 
subject of official action.” (Seorang anak digolongkan anak 
delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan 
anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib 
terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam 
arti menahannya atas mengasingkannya (Wagiati Soetodjo, 
2010:910).) 
Kusumanto mengatakan bahwa Juvenile Delinquency atau 
kenakalan anak atau remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan 
dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai aksep 
tabel dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku di suatu 
masyarakat yang berkebudayaan (Sofyan S. Willis, 1994:59). 
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D. Pengertian Pengemudi Kendaraan Bermotor 
Penggunaan kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam 
Undang-undang ini diatur mengenai subjek atau pengemudi dari kendaraan 
bermotor. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 77 ayat 
1 berbunyi:  
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan 
Bermotor yang dikemudikan.”   
Dalam pasal ini jelas diatur bahwa seseorang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor haruslah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi. 
SIM sendiri merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang 
diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang 
yang telah memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, 
serta memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan 
kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan, wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan 
bermotor yang dikemudikannya.   
SIM Kendaraan Bermotor sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni 
SIM Kendaraan bermotor perorangan dan umum. Adapun penggolongan 
SIM untuk perorangan diatur dalam Pasal 80 dalam undang-undang ini :   
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1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil 
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;  
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil 
penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan 
alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan 
menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan 
berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan 
lebih dari 1.000 (seribu) kilogram; 
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda 
Motor; dan 
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan 
khusus bagi penyandang cacat. 
Adapun yang menjadi syarat untuk mempeloleh SIM perorangan 
adalah memenuhi persyaratan dari segi usia, administrasi, kesehatan dan 
Adapun yang menjadi syarat untuk mempeloleh SIM perorangan adalah 
memenuhi persyaratan dari segi usia, administrasi, kesehatan dan melulusi 
ujian yang dilaksanakan oleh Polri kepada calon pemilik SIM perorangan. 
Dari segi usia diatur dalam Pasal 81 ayat 2, yakni:   
1. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin 
Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; 
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan 
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.   
Sedangkan  penggolongan SIM kendaraan bermotor umum diatur 
pada Pasal 82, yakni:  
1. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan 
kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; 
2. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil 
penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang 
diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan  
3. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan 
Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik 
kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan 
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untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) 
kilogram. 
Syarat atau batasan umur bagi seseorang yang ingin memperoleh 
SIM kendaraan bermotor umum. Diatur pada Pasal 83 ayat 2,yakni: “Syarat 
usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor 
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah 
sebagai berikut: 
1. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum; 
2. Usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I 
Umum; dan 
3. Usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II 
Umum.”  
Dari ketentuan ini jelaslah bahwa sesorang yang belum mencukupi 
usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan, maka tidak 
dapat memperoleh SIM. Melihat pada kenyataan bahwa telah terjadi 
pelanggaran lalu lintas, di mana terdapat anak yang mengemudikan 
kendaraan sepeda motor padahal mereka belum mencapai usia untuk 
memperoleh SIM. 
E. Pengertian Lalu Lintas 
Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angakutan Jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud dengan: 
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang 
terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 
Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu 
Lintas Jalan. 
22 
 
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang 
Lalu Lintas Jalan. 
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian 
Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk 
penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian 
antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta 
api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar 
udara. 
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu 
Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, 
rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan 
pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan 
Jalan, serta fasilitas pendukung. 
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang 
berjalan di atas rel. 
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. 
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut 
bayaran. 
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi 
gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa 
Jalan dan fasilitas pendukung. 
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap 
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, 
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 
kecuali jalan rel dan jalan kabel. 
F. Pengertian Pelanggaran 
Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana 
dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis 
pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada 
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hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama 
delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hal ini dapat diketahui dari 
ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana 
penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan 
lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif 
pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran 
sebagai berikut : 
1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang 
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 
pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut. 
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada 
apakah itu kejahatan atau pelanggaran (Amir Ilyas 2012:29) 
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dapat 
disimpulkan bahwa pelanggaran adalah : 
1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 
dicantumkan dalam Undang-undang pidana. 
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari 
kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya. 
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Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar 
apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan 
hukum dan telah ada aturan dan atau boleh ada Undang-undang yang 
mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat yang 
melanggar hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk 
pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
G. Pelanggaran Lalu Lintas 
Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang 
paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran 
terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu 
lintas. Adapun Ramdlan Naning mengemukakan bahwa apa yang 
dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan 
seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan 
lalu lintas. 
Pelanggaran sebagaimna dimaksud di atas adalah apa yang diatur 
dalam Pasal 105 Undang-undang No. 22 tahun 2009 yaitu : 
Setiap orang yang menggunakan jalan wajib : 
a. Berperilaku tertib dan/atau  
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang 
dapat menimbulkan kerusakan jalan. 
Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu 
lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan 
jalan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. 
H. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas. 
Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 
dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-
perbuatan mana yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang 
berkaitan erat dengan penulisan ini. 
Pasal 316 ayat (1) adalah 
1. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 280, Pasal 281, 
Pasal 284, Pasal 288 ayat (1) dan (2), adalah pelanggaran. 
Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun 
dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan 
karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan yang 
terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang 
diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :  
Pasal 280 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor  di Jalan 
yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang 
ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)  dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). 
Pasal 281adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak memiliki  Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
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lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah).   
Pasal 284 adalah : 
Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor dengan 
tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
Pasal 288 adalah : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan  Kendaraan Bermotor  di Jalan 
yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan 
Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang 
ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)  huruf a dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).   
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan 
yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)  huruf b dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
 
I. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari 
perilaku yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan 
tersebut, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan 
dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana 
dengan sanksi yang berupa pidana ataupun tanpa menggunakan. 
1. Perspektif Biologis 
Teori born criminal dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari 
ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini 
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Lambrosso membantah sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin 
atavisme menurutnya membuktikan adaya sifat hewani yang diturunkan 
oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari 
turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern (A.S. 
Alam, 2010:34). 
Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang kejahatan 
adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang 
berbeda dengan non-kriminal. Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat 
mewakili bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang 
merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. 
Berdasarkan hasil penelitiannya, Lambrosso (A.S.Alam, 2010:35-
36) mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan , yaitu: 
1. Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 
2. Insane criminal, yaitu oarang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. 
Contohnya adalah kelompok idiot, embisil atau paranoid. 
3. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (habitual 
criminals). 
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4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.  
Beberapa pakar yang menganut paham kriminal dari perspektif 
biologis diantaranya: Ernest Kretchmer, William H. Sheldon, Sheldon 
Glueck (A.S. Alam, 2010:37-38).  
Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja 
dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah 
seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian 
ini berlangsung:  
a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat pada keturunan, atau 
melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen 
tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah 
laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial 
b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa 
(abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen. 
c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang 
menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik. Misalnya cacat 
jasmaniah bawaan brachydactylisme (berjari-jari pendek) dan 
diabetes insipidius (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan 
sifat-sifat kriminal serta penyait mental (Kartini, Kartono, 2008:25). 
2. Perspektif Psikologis 
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Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori sebab kejahatan 
terdiri atas :   
a. Teori Psikoanalisis 
Teori Psikoanalisi tentang kriminalitas menghubungkan delinquent 
dan prilaku criminal dengan suatu consciense (hati nurani) yang baik, dia 
begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah 
sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu 
kebutuhan yang harus dipenuhi segera.  
Sigmun Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, 
berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive 
conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan 
untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. 
Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda (A.S. Alam, 
2010:40). 
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal atau asosial. Meski dikritik, tiga prinsip 
dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :  
1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan 
melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka. 
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin dan 
interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan. 
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3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik 
psikologis. 
b. Kekacauan Mental (Mental Disorder)  
Mental disorder yang dialami oleh sebagian besar dialami oleh 
penghuni lembaga permasyarakatan, oleh Philipe Pinel seorang dokter 
Perancis sebagai manie sans delire (madness without confusion) atau oleh 
dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai moral incanity dan oleh 
Gina Lamrosso-Ferrero sebagai irresistible atavistic impulse. Pada dewasa 
ini, penyakit mental tadi disebut antisosial personality atau psycopaty 
sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidak mampuan 
belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah 
merasa bersalah (A.S. Alam, 2010:41). 
c. Pengembangan Moral (Development Theory) 
Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh 
dalam tahap preconvention stage atau tahapan pra-konvensional, di mana 
aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” 
untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 
hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini. 
Psikolog John Bowl mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan kasih 
sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapatkan hal itu. 
Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya 
memiliki ketidak mampuan membentuk ikatan kasih sayang. John McCord 
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menyimpulkan bahwa variabel kasih sayang serta pengawasan ibu yang 
kurang cukup, konflik orang tua, kurang percaya diri dari sang ibu, 
kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan 
dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan (A.S. 
Alam, 2010:41-43). 
d. Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) 
Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa prilaku delinquent 
dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku 
non-deliquent. Ada beberapa cara kita mempelajari tingkah laku, antara lain 
(A.S.Alam, 2010:44-45):  
1) Observasi Learning  
Tokoh utama teori ini Albert Bandura berpendapat bahwa individu-
individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral 
modeling. Anak belajar bagaimana bertingkah-laku secara 
ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari 
keluarga, sub-budaya dan media massa.  
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2) Direct Experience  
Patterson dan kawan-kawan menguji bagaimana agresi dipelajari 
melalui pelajaran langsung (direct experience). Mereka melihat 
bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban 
anak-anak lainnya, namun kadang-kadang anak tersebut berhasil 
mengatasi serangan itu dengan agresi balasan.  
3) Differential Association Reinforcement  
Burgness dan Akers menggabungkan learning theory dari bandura 
dengan teori  Differential Association Reinforcement. Menurut teori 
ini, berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung apakah ia 
diberi penghargaan atau hukuman. 
Jika dihubungkan dengan perilaku delinkuen pada anak, mana 
pada dasarnya teori di atas menekankan pada sebab-sebab tingkah laku 
delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain 
faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, 
rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang 
kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain. 
Argumen sentral teori-teori ini ialah delinkuen merupakan bentuk 
penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin 
dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga 
yang patologis. Kurang lebih dari 90% dari jumlah anak-anak delinkuen 
berasal dari keluarga berantakan (broken home). Kondisi keluarga yang 
tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah psikologis 
personal dan adjustment (penyesuaian diri) yang tergantung pada diri anak-
anak sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga 
guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk prilaku delinkuen. 
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Ringkasnya, delinkuensi atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi 
terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri (Kartini, Kartono, 2008:26). 
3. Prespektif Sosiologis 
Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat 
menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar norma itu disebabkan 
oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. 
Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma 
dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari 
oleh manusia normal. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga 
katagori umum, yaitu : 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) 
Teori ini membedakan tiga macam aspek yang terdapat dalam 
setiap kebudayaan. Pertama, tujuan-tujuan dari kebudayaan tersebut, yaitu 
aspirasi-aspirasi ditanamkan oleh kebudayaan bersangkutan kepada 
warganya. Kedua, norma-norma yang mengatur sarana-sarana yang 
secara sah dapat ditempuh warga masyarakat untuk mencapai aspirasi 
mereka. Ketiga, kenyataan penyebaran daripada sarana-sarana dan 
kesempatan-kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan kebudayaan 
dengan cara yang sesuai dengan norma-norma, dinamakan cara-cara 
melembaga. 
Sering terjadi bahwa dalam suatu masyarakat terdapat ketidak 
selarasan antara tujuan (aspirasi) dengan cara mencapai tujuan ini. Hal ini 
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dapat mengakibatkan frustasi atau tekanan batin pada warga masyarakat 
yang mengalami ketidak warasan ini. Frustasi ini disebabkan karena warga 
tersebut telah menghayati tujuan yang ditanamkan oleh kebudayaan yang 
bersangutan, tetapi dalam kenyataannya cara-cara yang tersedia 
(melembaga) tidak memberi kemungkinan kepada mereka berusaha untuk 
mencapai aspirasi-aspirasi tersebut.  
2. Cultural Deviance Theories (teori penyimpangan budaya) 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories:  
a) Social disorganization : teori ini memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang 
berkaitan dengan disentegrasi nilai-nilai konvensional yang 
disebabkan oleh industrilisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan 
urbanisasi. 
b) Differential association : teori ini memegang pendapat bahwa orang 
beljar melakukan kejahatan sebagai akibat hukum hubungan 
(contact) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola 
tingkah laku kriminal.  
c) Culture conflict : teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok 
yang berlainan belajar conduct norms (aturan yang mengatur tingkah 
laku) yang berbeda dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok 
mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas 
menengah. 
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Ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat dan delinkuen pada 
kenyataannya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional melainkan 
pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok dominan 
yaitu kelas menengah (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007: 67-68). 
Dengan demikian, tekanan di sini kepada pengetahuan dan 
pengertian mengenai proses delinkuen. Dalam pemikiran ini, tingkah laku 
melanggar norma dipelajari seseorang (dalam jangka waktu yang panjang) 
dari kebudayaan-kebudayaan dengan bentuk-bentuk tingkah laku yang 
mendukung pelanggaran norma. 
Secara umum maka teori-teori sosiologis ini dapat pula dibagi 
berdasarkan penekanan pada :  
a) Aspek konflik kebudayaan, yang terdapat dalam sistem sosial 
bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-kebudayaan dari 
berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang 
menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang 
jelas mengenai benar dan salah); 
b) Aspek disorganisasi sosial, yang terdapat dalam daerah-daerah 
tertentu di mana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena 
heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut 
berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas masyarakat setempat dan 
kerena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya). Kedua-
duanya juga dinamakan teori-teori kontrol, karena mencoba 
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menerangkan gejala delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan 
kontrol (pengendalian) efektif dari orang tua dan masyarakat; 
c) Aspek ketiadaan norma (anomi), dalam sistem sosial masyarakat 
bersangkutan (disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang 
lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga 
dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan 
sistem sosial bersangkutan kepada warga masyarakatnya untuk 
mencapai aspirasi tersebut. Yang penting bukan perbedaan antara 
miskin dan kaya, tetapi ketidak mampuan si miskin untuk mengikuti 
sistem nilai dan norma masyarakat dalam usaha mencapai 
aspirasinya di bidang ekonomi); 
d) Aspek sub-budaya (sub-culture), yang terdapat dalam kebudayaan 
induk (dominant culture) masyarakat bersangkutan (dan sub budaya 
mana yang menpunyai nilai dan norma yang berbeda atau kadang-
kadang malahan bertentangan dengan nilai dan norma kebudayaan 
induk). 
Kedua kelompok teori-teori ini biasanya dipergunakan untuk 
mencoba menerangkan besarnya angka delinkuensi anak dalam kelas 
pekerja (lower/working class) dan dinamakan juga teori-teori teori-teori 
konflik (J.E. Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1989.48-50). 
Teori-teori konflik dewasa ini telah mendapat banyak kritik oleh 
karena dasar pemikirannya yang dianggap terlalu sederhana. Dasar 
pemikiran dalam teori kontrol yang dikritik adalah : sifat melanggar norma 
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dianggap telah ada dalam kelompok atau kebudayaan masyarakat 
bersangkutan dan karena tidak atau kurangnya pengendalian masyarakat, 
maka meledaklah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifat melanggar 
norma masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu dewasa ini (sementara) 
teori-teori konflik mempunyai pasaran.  
Menurut teori konflik, interaksi antara berbagai macam kelompok 
dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal dalam suatu proses 
sosial. Kelompok-kelompok dibentuk atau terbentuk mengingat adanya 
kepentingan anggota-anggota masyarakat yang berbeda-beda yang ingin 
dicapai melalui kelompok-kelompok tadi. Kelompok-kelompok ini bersaing 
satu sama lain dalam membela kepentingan-kepentingan anggota-
anggotanya masing-masing. 
Di dalam masyarakat stabil akan terdapat penyesuaian atau “status 
quo” antara berbagai macam kelompok tadi, meskipun hal ini tidak berarti 
bahwa masing-masing kelompok berhenti memperjuangkan kepentingan 
anggota-anggotanya. Teori-teori ini dapat juga dilihat sebagai berorientasi 
pada kenyataan adanya kelas-kelas sosial (stratifikasi sosial) dalam 
masyarakat. 
J. Teori-Teori Penanggulangan Kejahatan 
Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (criminal 
policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih 
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luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-
upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan 
kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence 
policy).  
Dengan demikian, sekiranya kebijakan penaggulangan kejahatan 
(politik kriminal) dilakukan dengan mengguanakan sarana penal (hukum 
pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada 
tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana in concreto) 
harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari 
kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence (Barda 
Nawawi Arief, 2010:77). 
Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahtan secara empirik, 
yaitu (A.S.Alam, 2010:79-80):  
1. Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-
upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisan untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai moral/norma-
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipin ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut 
maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat 
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menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal 
dari teori NKK, yaitu; Niat ditambah Kesempatan terjadi kejahatan. 
Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala, 
maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut 
meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi 
dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di 
dunia. Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.  
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif  ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya 
kejahatan. Contohnya adalah ada orang yang ingin mencuri motor, tetapi 
kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan 
penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak 
terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.  
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3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law emforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan di 
atas, maka penelitian yang digunakan meliputi:  
A. Lokasi Penelitan  
Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada 
Kantor Polresta Parepare yang terletak di Kota Parepare Sulawesi Selatan.   
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data  
a) Data Kualitatif  
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk 
informasi baik secara lisan maupun tulisan.  
b) Data Kuantitatif  
Yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dalam bentuk 
angka.  
2. Sumber Data  
a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait 
dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
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b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen instansi 
terkait berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan 
pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat penegak 
hukum serta anak yang mengendarai kendaraan sepeda motor di wilayah 
hukum Polresta Parepare. Sedangkan penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data 
sekunder yang berhubungan dengan penelitian penulis pada 
perpustakaan Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
D. Metode Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder diolah 
terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskripsi yaitu, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian 
menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor oleh Anak di Kota 
Parepare Tahun 2010-2013. 
Tabel 1 
Data Yang diperoleh dari Polres Parepare Tahun 2010-2013 
Tahun SD SMP SLTA 
2010 257 1.251 1.580 
2011 314 1.233 2.169 
2012 117 908 1.526 
2013 47 478 675 
JUMLAH 735 3.870 5.950 
Sumber : Data Kantor Polres Parepare 
Berdasarkan data pengguna kendaraan sepeda motor di atas, 
tergambar bahwa jumlah anak yang menggunakan kendaraan sepeda 
motor dari tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, dan dari tahun 2011-
2013 mengalami penurunan. Pada tahun 2010 tercatat ada 257 
pelanggaran mengenai penggunaan kendaraan sepeda motor oleh Tingkat 
Pendidikan SD, 1.251 Tingkat Pendidikan SMP dan 1.580 Tingkat 
Pendidikan SLTA. Pada tahun 2011 tercatat ada 314 pelanggaran 
mengenai penggunaan kendaraan sepeda motor oleh Tingkat Pendidikan 
SD, 1.233 Tingkat Pendidikan SMP dan 2.169 Tingkat Pendidikan SLTA. 
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Pada tahun 2012 tercatat ada 117 pelanggaran mengenai penggunaan 
kendaraan sepeda motor oleh Tingkat Pendidikan SD, 908 Tingkat 
Pendidikan SMP dan 1.526 Tingkat Pendidikan SLTA. Pada tahun 2013 
tercatat ada 47 pelanggaran mengenai penggunaan kendaraan sepeda 
motor oleh Tingkat Pendidikan SD, 478 Tingkat Pendidikan SMP dan 675 
Tingkat Pendidikan SLTA. 
Tabel 2  
Data Yang Diperoleh Dari Hasil Penelitian Penggunaan Kendaraan 
Sepeda Motor oleh Anak di Kota Parepare 
Tingkat Pendidikan Pengguna Pemilikan SIM 
SD 2 0 
SMP 46 0 
SMA 50 2 
Putus Sekolah 2 0 
JUMLAH 100 2 
Sumber Data : Diolah dari hasil Kusioner tahun 2014 
Berdasarkan data yang disajikan penulis di atas, kita dapat melihat 
bahwa dari tiga tingkat pendidikan ini semuanya terdapat anak yang 
menggunakan kendaraan sepeda motor. Pada tingkat SD (Sekolah Dasar) 
dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) tidak ditemukan anak yang telah 
memiliki SIM. Berbeda dengan pada tingkat pedidikan pada SMA (Sekolah 
Menengah Atas) terdapat 2 orang anak yang telah memiliki SIM, yaitu SIM 
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C. Padahal dari segi usia tentunya mereka belum memenuhi persyaratan 
untuk memperolehnya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kedua 
anak tersebut terungkap bahwa mereka memperoleh SIM tanpa melalui 
prosedur hukum untuk memporoleh SIM. Melainkan mereka 
memperolehnya melalui jasa yang ditawarkan oleh calo. Hal ini tentunya 
harus menjadi perhatian serius bagi pihak Kepolisian. 
B. Faktor-faktor Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor oleh Anak di 
Kota Parepare Tahun 2010-2013. 
Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab terjadinya 
pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak, dapat dilihat 
dari jawaban yang diberikan oleh 100 orang responden pada tabel di bawah 
ini sebagai berikut:  
Tabel 3 
Data Yang Diperoleh Dari Hasil Penelitian Penggunaan Kendaraan 
Sepeda Motor oleh Anak di Kota Parepare 
NO FAKTOR PENYEBAB JUMLAH 
1 Ketidaktahuan 2 
2 Dorongan Keluarga 32 
3 Dorongan Pribadi 45 
4 Dorongan Pergaulan 21 
Jumlah 100 
Sumber Data : Diolah dari hasil kusioner tahun 2014 
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Berdasarkan dari hasil 100 responden dari table 3 di atas, maka 
dapat dilihat bahwa, 2  anak yang memberikan jawaban bahwa faktor 
penyebab penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak adalah karena 
ketidaktahuan, 32 yang menjawab bahwa dipengaruhi oleh faktor dorongan 
dari keluarga, 45 anak menjawab bahwa penyebabnya adalah karena 
dorongan/keinginan sendiri dari anak, dan 21 anak yang menjawab karena 
faktor pergaulan (teman). 
Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dan wawancara 
terhadap 100 responden, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab 
terjadinya penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak di Kota  
Parepare sebagai berikut : 
1. Faktor Ketidaktahuan 
Pengetahuan hukum sangatlah penting diajarkan untuk anak sejak 
dini. Hal ini penting sebagai upaya pencegahan, agar tindakan melawan 
hukum pada anak dapat ditekan. Anak yang tidak dibekali dengan 
pengetahuan mengenai hukum cenderung lebih mudah untuk melawan 
hukum. Pengetahuan hukum ini harusnya mereka dapatkan dari pihak 
orangtua, sekolah dan pihak kepolisian. Dari  data di atas terlihat jelas 
bahwa faktor ketidaktahuan bukanlah faktor dominan yang menyebabkan 
seorang anak menggunakan kendaraan sepeda motor. Dari 100 
narasumber, terdapat 2 anak SD yang menyatakan bahwa mereka tidak 
mengetahui mengenai aturan yang melarang seseorang untuk 
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menggunakan kendaraan sepeda motor. Padahal seseorang yang ingin 
mengemudikan kendaraan sepeda motor haruslah memiliki SIM, di mana 
persyaratan minimal usianya adalah 17 tahun. Mereka dengan perasaan 
yang biasa-biasa saja dalam menggunakan kendaraan sepeda motor. Hal 
ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup 
mengenai tertib lalu-lintas, baik itu dari pihak orangtua, sekolah, maupun 
pihak kepolisian. Harusnya anak dibekali dengan pengetahuan mengenai 
lalu-lintas, khususnya aturan-aturan dasar dan memberikan pandangan 
akan bahaya yang dapat ditimbulkan jika seseorang yang tidak memiliki 
keterampilan dalam mengemudi.  
Faktor ini cocok dengan teori Pembelajaran Sosial (Social Learning 
Theory) yaitu observasi learning di mana anak belajar bagaimna 
bertingkah-laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang 
terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa. 
2. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk 
membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan 
pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki 
peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga mempunyai 
kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak. 
Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara 
lebih bertanggungjawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, 
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maka anak cenderung melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di 
lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat anak bergaul. 
Berdasarkan data di atas terdapat 32 anak yang menggunakan 
kendaraan sepeda motor dikarenakan dorongan dari keluarga. Mereka 
mengaku bahwa dari pihak orangtua mereka, tidak melarang untuk 
menggunakan kendaraan sepeda motor. Hal ini dikarenakan mereka 
mangaggap dengan anak menggunakan kendaraan sepeda motor dapat 
memberikan efisiensi seperti memudahkan anak ke sekolah dan biaya yang 
dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang mereka harus menggunakan 
kendaraan umum.  
Faktor ini cocok dengan teori Pengembangan Moral (Development 
Theory), dimana menurut teori ini, anak biasanya berfikir pra-konvensional 
sehingga tingkah laku anak tergantung kasih sayang dan pengawasan 
orang tua. 
3. Faktor Dorongan Pribadi 
Faktor dorongan pribadi ini sendiri merupakan faktor yang paling 
dominan di antara faktor-faktor lainnya. Terdapat 45 anak yang mengaku 
menggunakan kendaraan sepeda motor atas dasar dorongan pribadi. Hal 
ini terjadi dikarenakan tidak adanya kontrol dari orangtua. Anak yang 
diberikan kebebasan untuk menggunakan kendaraan sepeda motor sejak 
dini tentunya memicu keinginan anak untuk memiliki/mengemudikan 
kendaraan sepeda motor sendiri. Kebanyakan dari mereka  yang 
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menggunakan kendaraan sepeda motor adalah untuk keperluan 
bersekolah. Anak yang dalam tahap untuk menemukan jati dirinya 
cenderung bersikap ingin mendapatkan pengakuan. Maksudnya adalah 
anak merasa telah mampu menggunakan kendaraan sepeda motor. 
Padahal untuk menggunakan kendaraan sepeda motor tidak cukup dengan 
mampu saja. Pengguna kendaraan sepeda motor haruslah didukung 
dengan kondisi fisik maupun psikologis yang baik, pemahaman mengenai 
tertib lalu-lintas juga harus dipenuhi. 
Faktor ini cocok dengan teori Differential Association 
Reinforcement yaitu berlangsung terusnya tingkah-laku kriminal tergantung 
apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. 
4. Faktor Pergaulan Anak 
Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, 
terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. 
Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan 
pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan 
memaksa pada pembentukan prilaku yang buruk, sebagai produknya anak-
anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-
anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis 
sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa 
sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya 
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dengan anak nakal dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-
benar menjadi nakal.  
Data di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berperan 
dalam pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak 
adalah faktor pergaulan. Terdapat 21 anak dari 100 orang anak yang 
menggunakan kendaraan sepeda motor karena faktor pergaulan. Anak-
anak cenderung lebih mudah terpengaruh dari lingkungan pergaulannya 
sehari-hari, baik itu di sekitar rumah maupun sekolah. Anak yang tidak 
mendapatkan kontrol dari orang tua biasanya cenderung mudah 
dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya atau teman. Terhadap 
penggunaan kendaraan sepeda motor, biasanya anak-anak saling 
mempengaruhi untuk menggunakan kendaraan sepeda motor. Mereka 
merasa gengsi terhadap sepergaulannya yang menggunakan kendaraan 
sepeda motor.  Biasanya yang tidak menggunakan kendaraan sepeda 
motor akan dikucilkan dari pergaulan mereka. Akibatnya, anak kadang 
memaksakan kehendak untuk dibelikan sepeda motor oleh orangtua 
mereka. 
Faktor ini cocok dengan teori Culture Deviance Theories yaitu 
Differential Association di mana orang belajar melakukan kejahatan 
sebagai akibat hukum hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap-
sikap antisosial, serta pola tingkah-laku kriminal. 
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C. Upaya Yang Perlu Dilakukan Agar Dapat Menanggulangi 
Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor Oleh Anak Di Kota 
Parepare Tahun 2010-2013. 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis, bahwa, 
terjadinya pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak 
disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, perlu diadakan 
penanggulangan agar pelanggaran penggunaan kendaraan sepeda motor 
oleh anak dapat diberantas, minimal ditekan jumlahnya. 
Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya pelanggaran di Kota 
Parepare seperti yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab 
sebelumnya, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu : 
1. Upaya Preventif  
2. Upaya Represif 
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan kedua bentuk 
upaya penaggulangan tersebut. 
1. Upaya Preventif 
Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk 
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap 
kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan 
keamanan (stabilitas hukum).  
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Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik daripada 
membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih 
baik daripada mencoba mendidik penjahat/pelanggar menjadi orang baik. 
Lebih baik di sini berarti, lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, 
bahkan menjadi salah satu azas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk 
mencegah kejahatan/pelanggaran harus lebih diutamakan daripada usaha-
usaha memperbaiki para pelakunya.  
Upaya preventif yang perlu dilakukan, yakni:  
1. Penyuluhan mengenai tertib lalu-lintas. Penyuluhan ini 
dilakukan langsung ke Sekolah-sekolah yang berada di Kota 
Parepare. Hal ini dilakukan rutin 2 (dua) kali dalam setahun. 
Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-
pengetahuan mengenai tertib lalu-lintas dengan penyajian yang 
mudah untuk dipahami olah anak. Pengetahuan itu seperti 
memberikan pemahaman mengenai rambu-rambu jalan, 
bahaya yang ditimbulkan jika seorang anak di bawah umur 
mengemudikan kendaraan sepeda motor. Langkah ini tentunya 
dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pihak keluarga, 
sekolah dan pihak kepolisian dengan harapan agar dapat 
menekan jumlah pengguna kendaraan bermotor khususnya 
sepeda motor oleh anak di Kota Parepare. 
2. Selain dari upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan 
ke sekolah-sekolah, upaya yang juga perlu dilakukan adalah 
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adanya ketegasan oleh pihak sekolah unutk melarang keras 
para siswa untuk membawa kendaraan bermotor khususnya 
kendaraan sepeda motor ke sekolah.  
2. Upaya Represif 
Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang 
dilakukan setelah terjadinya kejahatan/pelanggaran. Polisi sebagai pihak 
yang berwenang melakukan tindakan terhadap pelanggaran ini. Salah satu 
bentuk upaya represif yang perlu dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah 
Giat Operasi Rutin ke Sekolah-sekolah yang berada di Kota Parepare. 
Dalam melakukan Operasi Rutin ini polisi melakukan tilang atau 
hanya mendata anak yang melanggar. Anak yang terjaring dalam Operasi 
Rutin ini kemudian dibawa ke Polres Parepare untuk menjalani proses 
hukum selanjutnya. Bagi anak yang diketahui telah melakukan pelanggaran 
penggunaan kendaraan sepeda motor, maka polisi akan melakukan 
tindakan berupa pendataan. Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak 
kepolisian memanggil orangtua/wali anak yang bersangkutan sebagai 
langkah pembinaan kepada anak. Diberikan arahan guna tidak membiarkan 
anaknya lagi menggunakan kendaraan bermotor khususnya kendaraan 
sepeda motor dengan menyampaikan bahaya yang ditimbulkan jika tidak 
dihentikan segera. Kemudian bagi anak yang tercatat lebih dari dua kali 
terjaring razia, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa 
tilang yang kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang 
dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses anak yang 
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bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap anak-
anak yang melanggar. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang 
penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak dalam wilayah hukum 
Polres Parepare dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Berikut 
beberapa pembahasan yang merupakan hasil penelitian penulis di Kota 
Parepare, yaitu sebagai berikut :  
1. Faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan kendaraan sepeda 
motor oleh anak di Kota Parepare adalah faktor ketidaktahuan, 
dorongan keluarga, dorongan pribadi, dan dorongan pergaulan. 
2. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlunya dilakukan upaya 
preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya 
preventif ini adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum 
mengenai tertib lalu-lintas khususnya mengenai bahaya 
penggunaan kendaraan sepeda motor oleh anak dan upaya untuk 
melarang anak mengemudikan kendaraan bermotor khususnya 
kendaraan sepeda motor ke sekolah. Upaya represifnya adalah 
melakukan Operasi rutin yang dilakukan oleh pihak Polres Parepare 
ke sekolah-sekolah. Bagi anak yang terkena operasi rutin ini akan 
dilakukan pendataan kemudian diberikan arahan dan bagi yang telah 
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diketahui melakukan pelanggaran lebih dari dua kali, maka akan 
dilakukan tilang dan mengikuti proses hukum selanjutnya. 
B. Saran 
1. Upaya pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah sangat 
perlu dilakukan mengingat angka pelanggaran ini masih tinggi pada 
tingkat pendidikan ini. Pihak sekolah juga harus berperan lebih aktif 
untuk melarang keras penggunaan kendaraan sepeda motor ini.  
2. Selain itu,  sosialisasi tidak hanya dilakukan pada anak. Akan lebih 
baik jika sosialisasi juga melibatkan pihak keluarga (orangtua) 
sebagai salah satu dan utama kontrol terhadap anak. Harus ada 
kerjasama, baik itu pihak keluarga, sekolah dan Polres Parepare 
untuk penanggulangan permasalahan secara efektif dan 
berkelanjutan. 
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Peraturan Perundang-Undangan 
Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. 
Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak. 
Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 
Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan. 
 
59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
60 
 
 
